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PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
INSPEEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA i55A

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kelentuan Pasal 49 Peraturan
Daerah Kota DPadang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daeroh dan Lembaga Tekms Daerah
Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Padang KRomor 13 Tahun 2012, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungs:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Mengingat ;1. Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1956 tcntang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah {Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (l.embaran Negara Tahun 1974 Nomor 23,
Tamhbahan Lembaran Negara Nomor 3041] sebapairmana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Nepara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negura  Namor  4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008 (Lernbharan Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahnn Lembaran Negara Nomor
4844);

4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembarar

Negara Tahun 2011 Nomor 832, Tammbahan Lembaran Negara
Nomor 5234};

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Balus Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tarmbahan
Lembaran Negara Nomeoer 3164}

6. Peraturan Pemerintah Nomor ¢ Tahun 20023 tentang
Wewenang Penpanghkatun, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil {Lemharan Negara Tahun 2003 Nomaor
15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana
telah diuhah dengan Peraluren Pemerntah Nomor 63 Tahun
2009 (Lembaran Negéra Tahun 2009 Nomor 164);




Meonetapkan

14.

11.

12,

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomaor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota {Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomar 4737),;

Peraturan Pemerinlah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor &%, Tambahan Lembaran Negara Nomor 474 1};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Peranglat
Daerah sebagaimana telah dinbah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Mernleri Dalam Negeri Nomor
01/SKE/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2003 Tentang Pedoman Orgemisasi Perangkat Daerah Dan
Peramuran Pemerintah Nomor © Tahun 2003 Tentang
Wewenang Pengangkatan, Pernindahan, Dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pembentukan Crganisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanasn Pembangunan Daerah, dan Lembaga
Teknis Daerah {Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 193],
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota
Padang Tahun 2012 Nomeor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Nomaor 55},

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS
POXKOK DAN FUNGS] INSPEERTORAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

e 2 AT T S = s I

Daerah adalah Kota Padang,

Walikota adalah Walikota Padang;

Inspeltorat adalah Inspektorat Kata Padang;

Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Padang;

Sckretariat adalah Sekretariat pada Inspelctorat;

Inspekrur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat;
Kepala Sub Bagiun adalah Kepala Sub Bagian pada Inspektorat;



BARB I
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
a. Inspelctur,
b. SBekreianal, erdin dari :

1.

Sub Bagian Umum,;

2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

e Ao

Inspektur Pembantu [;

. Inspektur Pembaniu 1,
[nspektur Pembantu I
Inspektur Pembantu IV,

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Inspektur
Pasal 3

(1) Inspektur mempunyal tugas memimpin dan mengatur penyclenggaraan
urusan di bhdang pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan demi terwujudnya ponvelenggaraan pemerintah daerah vang baik
dan bersih.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas secbagaimana dimaksud pada ayat (1),
Inspeictur mempuny:a fungs:

a.

merumuskan sasaran strategis bidang pengawasan berdasarkan keteniuan
peraluran  perundang-undangan untuk pencapalan pengawasarl  yang
berkualitas sesuat standar audit;

merumuskan program kerja inspektorat berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan agar penyelenggaraan kegiatan pengawasan dapat
berjalan secara optimal dan berkualitas;

mengkoordinasikan kegiaiun pengawasan dengan aparat pengawas lainnya
berdasarkan ketentuan peraturan pecrundang-undangan agar terwujudnya
sinkronsas ¢ bidang pengawasan,

menvelenggarakan kcglatan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan demi terwujudnya penyelenggaraan pemernntahan
dacrah yang baik dan bersih;

mengendalikan kegiatan pengawasan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangdan agar lujuan dan sasaran pengawasan dapat berjalan
secara efisien dan efekuf;

memtina aparatur pengawas dalam Kegiatan pengawasan sesuai dengar
ketentuan peraturan  perundang-undangan agar pencapaian  hasil
pelaksanaan tugas pengawasan dapat lebih efisien dan efcktif;
mengarahkan penyelenggaraan  pengawasan  berdasarkan  Ketentuan
peraturan perundang-undangan demi tereapainya pelaksanaan tugas yang
Lepil spsdaran;

mengevaluasi kegiatan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan fugas
pengawasan secara komprehensif;

melaporkan kepiatan pengewasan secara periodik berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan schbagai bentuk akuntabilitas kinerja di
bidang pengawsasan;

pengguna anggaran;

pengeguna barang,; dan



(1)
(2)

()

(1)

(2]

l.  melaksanakan tugas kedinasan lamn yvang diberikan oleh atasan sesual
denpan lugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat dipimpin c¢leh Sekretaris yvang dalam melaksanakan tugastiva
berada di bawah dan bertangpung jawab kepada [nspektur.

Sckretaris mempunvai  tugas membantu  Inspektur dalam  memberikan
pelavanan administrasi kepada selurubh saiuan organisasi di Imgkungan
Inspektorat dalam urusan umum, urusaen perlengkapan, urusan keuangan,
urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi
dan pelaporat:.

Untuk menyelenggaralcan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
Sekretariat mempunyai fungsi .

a. merencanakan program kera Kesekretaraian inspeklorat berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan agar teraujudnya pengelolaan
funpgsi sckretariatan vang cfisicn dan cicktif;

b, merencanakan operasional ketatausahaan/kesekretariatan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwyjudnya pelayanan
adminisiras) perkanloran yang baik;

¢. mendistribusikan tugas-tupas sesual dengan fungsi setiap kasubag dem
terlaksananya peran sckretariat secara optimal,

d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi scria
Standar Operasional Prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat
berhasil dan berdaya guna,

e, menyelengearakan urusan uwmum, urusan perlengkapan, urusan keuangan,
urusan kepegawaian, urusan Kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi
berdasarkan Xetentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya
late laksana  orgarnsasi yang balk dan untuk menunjang keglatan
meanajerial atasan;

{. menyelia penyelenggaraan fungsi sckremiat berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilalksanakan
secara tepat guna,;

g, mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum, urusan perlengkapan,
urusan keuangan, urusan kepegawaian urusan kearsipan, perpustakaan
dan dokumentasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
guna mengetahul keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

h. melaporkan pelaksanaan fugas secara periedik sesual dengan ketentuan
yvang berlal sebagai hentuk akuntabilitas kinerja;

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dihcrikan oleh atasan sesum
dengan tugas dan fungsinya,

Paragraf 1
Sub Bagian Umum
Pasal 5

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnva berade di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Sub Bagian Umum mempunyat tugas membantu Seckretaris melaksanakan
urusan pengelolasn administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga,
urusan peralatan dan perlengkapan dinas.



(2)

Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
adalah ;
a. menyelenggaralkan pegelolaan adminisirasi yang meliputi surat masuk, surat

keluar, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, kepegawsian barang
inventaris, dan pemeliharaan serta perawatan alat-alat kantor berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja
Subag Umum secara optmal,

h. mengevaluasi hasil kegiatan pengelolaan subbag umum Inspektorat
berdasarkan keteniian peraluran perundang-undangan guna mengetabui
keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif,

c. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan subbag umum secara pernodik
berdasarlan ketentuan peraturan perundang-undangan schagali bahan
akuntabilitas kinerja,

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan funpusmya.

Paragraf 2
Sub Bagian Reuangan

Pasal 6

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh sesrang Kepala Sub Bagian yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawsh kepada
Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keunangan mempunyai tugas membantu Sekretans melaksanakan

pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencansa
anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perkendaharaan,
penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas;

(3) Penjabaran tugas Sub Bugian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:

(1}

(2)

a. menyusun program dan rencana kcuangan berdasarkan keleniuan yang
berlalog;

b. menyelenggarakan pclaksanaan administrasi keuangarn;

c. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran unang persedinan, suval
pcrintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan
nang, surat perintah pembayaran langsung gaji dan tumangan PNS serta
penghastlan lainnya;

d. melakulkan verifikasi surat pertanggung jawaban,;

e. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan
keuangan;

. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan keteniuan
pcraturan perundang-undangan;

g menyusun laporan bulanan, triwulan dan tshunan keuangan sesual
ketentuan peraluran perundang-undangan;

k. membuat evaluasi dan laporan pelaksanasn tugas Sub Bagian Keuangan,
dan

i, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual
denpan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 7

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sukb Bagian
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris
melaksanakan menyiapkan bahan penyusunan, menpghimpun, mengolah,
menilai dan menvimpan laperan hasil pengawasan aparat pengawdasan



()

(1)

(2)

(3)

Fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta
menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Penjabaran tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayvat (2) adalah:
a. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawsasan,

mengudrministrasi dan melaporkan hasil pengawasan;

melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasarn,

menyvusun statistik hasil pengawasan;

menyelenggaraktan kerjasama pengawasan,

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesua
dengan tugas dan fungsinya.

S0 oo g

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu
Pasal 8

Inspektur Pembantu dipimpin oleh sevrang Inspektur Pembantu yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawub kepada
Inspekitur.

Inspektur Pembaniu mempunyal tugas membantu Inspcktur dalam
melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat di bidang audit dan pengawasan
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah masing-masing wilayahnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Inspekiur Pembantu mempunyai fungsi
a. merencanakan program  kerja  pengawasan berdasarkan peraturan

perundang-undangan guna mewujudkan peyelenggaraan pemerintahan
daerah yang baik dan bersih;

b, merencanakan kegiatan operasional pengawasan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan
tugas pengawasan,

c. mengkoordinasikan rencana pengawasan dengan lembaga pengawasan
eksternal lainnya agar tidak terjadi tumpang lindih dalam pelaksanaan
PENERIWALATL,

d. mendistribusikan personil {im pengawas sesuai dengan jadwal dan wilayah
kerjanva agar kegiatan pengawasan dapat berjalan secara efisien dan
elekial;

e, memberikan pelunjuk dan aralian dalam melaksanakan pengawasan sesla
kode ctik yang berlaku agar pemahaman terhadap pelaksanaan tugas dapat
dipahami secara bailg

. menyelia dan mengawasi aparatur pengawas agar beketja dan bertindak
sesuai kode etik vang berlaku agar tujuan dan sasaran pemgawasan dapat
tercapai dengan batk,

g. menyelenggarakan kegiatan pengawasan sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan guna mewnjudkan penyelenggaraan pemcrintahan
daerah yang baik dan bersih;

h. mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pengawasan sesual peraturan
perundang-undangan guna mendapatkan informasi tentang keberhasilan
pelaksanaan tugas;

i, melaporkan pclaksanaan tugas pengawasan secara periodik scsual dengan
program kerja sebagal bentuk akuntabililus kinerja;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesliai

dengan tugas dan fungsinya.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota i mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang

Nomor 45 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat (Berita
Daerah Tahun 2008 Nomor 45}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Descmber e

g

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Devonbe 2011

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 42



